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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan seluruh uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai 

Penentuan Ongkos Kawin (Studi Kasus Di Negeri Buano Utara Kecamatan Waesala 

Kabupaten Seram Bagian Barat). Maka dapat disimpulkan bahwa: 

1.  bahwa penentuan Ongkos Kawin yang ada di Negeri Buano Utara 

tidak sesuai dengan pernyataan di atas alasannya karena Penentuan 

Ongkos kawin yang ada di negeri buano uatara tidak samaskali untuk 

membebankan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki walaupun 

Semakin tinggi status sosial calon mempelai wanita atau bahkan status 

pendidikannya, tetapi penentuan ongkos kawin yang suda ditentukan 

di buano uatara itu nilainya sangat minimum atau kecil sehingga dari 

calon mempelai laki-laki merasa tidak dibebankan oleh calon 

mempelai perempuan tentang penentuan ongkos kawin. 

2. Penentuan Ongkos Kawin di Negeri Buano Utara adalah besaranya 

Ongkos Kawin tidak memandang dari status sosial yang akan 

melaksanakan pernikahan, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak 

perempuan. Tetapi pengambilan keputusan akan besarnya Penentuan 

Ongkos Kawin ditentukan oleh keluarga perempuan atau masing-

masing rumah adat marga perempuan yang mau melansungkan 
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pernikahan karena besarnya Ongkos Kawin tersebut ditentukan oleh 

marga masing-masing. 

B. Saran 

 Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai Penentuan Ongkos Kawin 

(Studi Di Negeri Buano Utara Kecamatan Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat). 

Peneliti dapat memberikan saran bahwa: 

1. Untuk seluruh pemerintah Negeri Buano Utara yang tergabung dalam petugas 

pemerintahan Negeri Buano Utara, untuk bisa lebih mengoptimalkan lagi apa 

yang menjadi kewajibannya. Yaitu mengembangkan serta membudidayakan 

tatanan adat istiadat yang ada di Negeri Buano Utara. 

2. Agar pernikahan akan berjalan dengan baik dan tidak ada kendala apapun maka 

kita sebagai warga asli Negeri Buano Utara harus mengikuti adat yang ada di 

Negeri Buano Utara Karena adat penentuan Ongkos Kawin Yng ditentukan itu 

samaskali tidak ada untuk membebankan dari pihak keluarga calon mempelai 

laki-laki kerana penentuan Ongkos Kawin yang ada di negeri buano Utara itu 

sendiri sangatlah minimun atau kecil sehingga tidak ada kendala atau hambatan  

untuk melansungkan pernikahan. 
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